
145

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Brunnee, Jutta. Acid Rain and Ozone Layer Depletion: International Law and 
Regulation. New York: Transnational Publishers, Inc., 1998.

Campbell Black, Henry. Dictionary. St. Paul: West Publishing Co., 1990.

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC). Conditions of Contract for 
EPC/Turnkey Projects (Silver Book). 2nd ed. Geneva: FIDIC, 2017

Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa 
Media, 2009.

Fuller, Lon L. The Morality of Law. New Haven: Yale University Press, 1969.

Fuady, Munir. Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2022.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 
1987.

Hamzah, Andi. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1985.

Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Depok: Bayu Media 
Publishing, 2016.

Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
(Buku I). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press, 
1945.

Kessler, Friedrich. Contracts: A Modern Coursebook. New York: West Publishing 
Company, 2000.

Lubis, M. Solly. Filsafat dan Ilmu Penelitian. Bandung: Mandar Maju, 1994.

Mertokusumo, Sudikno. Bab-Bab tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 1993.

. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2000.



146

Munaf, Yusri. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.

Posner, Richard A. Economic Analysis of Law. 9th ed. New York: Wolters Kluwer Law 
& Business, 2014.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahayu Hartini. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan 
Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2009.

Rasjidi, Lili, dan B. Arief Sidharta. Filsafat Hukum: Madzab dan Refleksi. Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 1994.

Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

Reilly, Frank K., dan Keith C. Brown. Investment Analysis and Portfolio Management. 
Mason: Cengage Learning, 2011.

Sari, Petty Aprilia, dan Imam Hidayat. Analisis Laporan Keuangan. Purbalingga: 
Eureka Media Aksara 1, 2022.

Shubhan, Hadi. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan. Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2019.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.

Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Subhan, M. Hadi. Hukum Kepailitan. Jakarta: Kencana, 2008.

Supranto. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Sutedi, Adrian. Hukum Kepailitan. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Zainuddin, Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

2. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 7097

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Lembaran Negara R.I. Tahun 
2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4443.



147

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. 
Lembaran Negara R.I, Tahun 2017 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara 
R.I. Nomor 6018.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 238 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6841

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, 
Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63

Republik Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

3. Jurnal

nundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT 
Amarta Kar Jurnal Hukum dan Keadilan 4, no. 2 (2021).

Jurnal Hukum Infrastruktur 6, no. 2 (2018).

Haryono, S., Susant
Teknisia 27, no. 2 (2022).

Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, no. 56 (2012): 55.

Studi Kasus BUMN Konstruksi ISEAS (2023).

Emiten BUMN Bidang Ikraith-Ekonomika (2022).



148

Krtha Bhayangkara 15, no. 1 (2021).

udi 
Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia 9, no. 3 (2015).

Jurnal Hukum dan Peradilan
(2019).

Syahrizal, A., Aswin, M., dan Pratam Pembayaran Turnkey dan 
Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan 9, 

no. 2 (2020).

Jurnal Hukum dan Pembangunan 46, no. 2 (2016).

.
Jurnal Teknik Sipil Unila 5, no. 1 (2019).

4. Website

BUMN Konstruksi
Detikfinance, 2024. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-
7402118/bumn-karya-ini-akhirnya-terhindar-dari-jerat-pailit. Diakses 20 Mei 2025.

Bisnis.com, 2023. 
https://market.bisnis.com/read/20230905/192/1691895/vendor-menang-gugatan-
pkpu-rp31-miliar-ptpp-sesalkan-putusan-hakim. Diakses 20 Mei 2025.

Antaranews, 
2024. https://www.antaranews.com/berita/3763929/pn-niaga-makassar-cabut-
status-perkara-pkpu-pt-pp. Diakses 20 Mei 2025.

Waskita Karya Tahun 2024 Makin Parah: Skandal Korupsi, 
Suara.com, 2024. 

https://www.suara.com/bisnis/2024/12/23/155105/krisis-pt-waskita-karya-tahun-
2024-makin-parah-skandal-korupsi-tumpukan-utang-hingga-digugat-pkpu. Diakses 
20 Mei 2025.

t Edaran Terkait 
Pembayaran THR Pekerja Terdampak Covid- Kemenkeu.go.id, 2023. 
https://www.kemenkeu.go.id/. Diakses 17 Maret 2023.

PT PP (Persero) Tbk. Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 dan 2024. 
Jakarta: PT PP (Persero) Tbk, 2024.



149

PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 
dan 2024. Jakarta: PT Waskita Karya (Persero) Tbk, 2024.


